
a. bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, perlu dibuat
Standar Harga Satuan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat IITapin dan Daerah Tingkat IITabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Hornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong2.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten TabaIong

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGSTANDARHARGASATUAN
TAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

6. Peraturan Presiden Nomor33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten TabaIong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten TabaIong Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor OS,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor02);
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(1) Terhadap SKPDyang tidak berpedoman atau belum tercantum pada Standar
Harga Satuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib
membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di
atas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagairnana tercantum dalam
Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasa14

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi

Pasal3

BAB II
STANDARHARGASATUANTAHUNANGGARAN2021

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Pasa12

3. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan.

4. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan.

5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen rnasukan kegiatan.

6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

9. Pengelola keuangan/kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk
dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan
keuangarr/kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dan Staf Administrasi.

10. Tim Penunjang Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang diluar dari tim pengelola keuangan/kegiatan yang melaksanakan
tugas / fungsi tertentu.
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BERlTA DAERAHKABUpATENTABAWNG TAHUN 2020 NOMOR

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTABAWNG,

........~.. __ ..J ....__ 1 ,..I: 'T'__ ~"_("Y
UIUIluaU~J\.Wl lil 1ClUJUU5

pada tanggal 01 ~Q.f(<lmb<2r :202-0

ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 S<zr~m~r ~OAO

BUPATI TABAWNG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5

BABIn
KETENTUAN PENUTUP

(2) Surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan
satuan biaya yang melebihi atau diluar dan Peraturan Bupati ini.
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NO URAIAH SATUAN BESARAN

(1) (2) (3) (4)
f ffOHORI.Rfu. PE~UNG .lAWASPENGeU)l.A KEUANGANIKeGIATAN

1.1 Peja.1Mt ~ K_lI1Pn DHt1IhlPenggUftll AngpJ1ln IK_ PenggUIqI AngpJ1ln
a. Hllal ~U daM s.d. Rp100juta OB
b. Hllal pagu .1qI dlatu Rp100 juta •. d. Rp2l0 juta OB 710,000
c. Hllai ~u daM dlatu Rp250 juta s.d. Rp50D juta OB 820,000
d. HIIaI~u daM dlatas RpIOO Juta • .d. Rp1 millar OB 130,000.. Ni,,1 pagu daM da.ta Rp1 mlllar • .d. Rp2,5 millar OB 1.070.000
f. NiIal pagu dana diIIIIIsRp2,5 mIIIar a.d. RpI mIIIar OB 1,210.000
g. Hllal pagu dalql dlet8s Rp5 mlllar l.d. Rp10 mlllar OB 1,350,000

h. HIIaIpagu dalql da.ta Rp10 millar • .d. Rp2S mIIIar OB 1,180,000

L Hllal_~_u dalql da.ta Rp211mlliar • .d. RpIIO mUla, OB 2,010,000
NHaIpagu .1qI dlatas RpIIO milia, keatu OB 2.3110.000

1.2 PepbM ..... kaaM TekniaK~""n
a. Hllal pagu daM • .d. Rp100 juta OB 4111,000
b. Hllal p8gU daM dlatas Rp100 Juta s.d. Rp250 juta OB 470,000

c. Hllal pagu dalql d.. Rp250 juta • .d. Rp50D j.... OS 1135,000

d. HHaIpagu dana dlatu RpIIOO juta ••d. Rp1 milia, OR .,000.. MIIa!,.. __ d\Ma R!J1 WIiIIM" • .do.Rpl,ftmillM" OB &75.000

f. Nilal pagu dana d ..... Rp2,5 milia, • .d. Rp5 milia, OB 750.000
g. Mllalpagu dana d .... Rp5 mlllar •. d. Rp10 mlliar OB 130.000
h. Hllal pagu danll d ..... Rp10 mIIIar s.d. Rp2II mIIIar OB 1,010,000
l NHaIpagu daN! datas Rp2II mIIar I.d.RpIIO .,.., OR 1,200,000

NHaIJNIIIudanII dlatal RpIIO nlHlar keatu OS 1,400,000

1.3 sat AdmIntstraI
a. Nllal pagu dana s.d. Rp100 juta OS 220,500
b. Nllal pagu dana dlatal Rp100 juta I.d. Rp250 juta OB 250.000
c. Nlia. ~u dana dIatas Rp250 juta s.d. RpIIOO juta OB 300,000
d. NH.l pagu dana dfaa Rp500 juta • .d. Rp1 ...... OB 350,000.. Nllal pagu danII dIatasRp1 mlllar s.d. Rp2,II mlllar OR 450,000
f. NHaJpagu danII cfiatn Rp2,IImHlar s.d. Rp5 mIIar OR 4711,000
g. NIIaI pegu dana d ..... Rp5 mlliar s.d. Rp10 mlllar OS 500.000
h. Nliai pagu dana d..... Rp10 miIIar s.d. Rp215milia, OS 720.000
I. NIIa'.-gu dana dIata.RpMmIIIar • .d. RpIIOmilia, OB 110.000

Hila! pagu dana dlatal RpIIO mllar keatu OB 100,000

2 HONORARIUM PENGADMN BARANGlJASA
2.1 PEJABATPEllBUAT KOInIIEN

a. Nlal pagu danII dlatu Rp. 100 J.... s.d. Rp. 250 Juta OP 1000000
b. Mia! IINU dana d .... RD. 250 luta • .d. RD. 500 luta OP UOO.OOO
c. Hllal pagu dana dIatas Rp. 500 juta '.d. Rp. 1 milia, OP 3,aQt,ooo
d. Hilal DHU dana dIaIB Rp. 1mlliar s.d. Rp.U mAlar OP ,,--.. Nllal pagu dana d..... Rp. 2,5 mllar • .d. Rp. 5 mIIIar OP 5,Il00.000
f. Hllal pagu daM d.... Rp. 15mlllar • .d. Rp. 10 mlll8r OP 7000000
la. NIIII pagu danll dIaIB Rp. 10 mlllar s.d. Rp. 25 mIIar OP 8000000
II. NIlaJJIIIIludanII d .... Rp. 25 mlliar • .d. Rp. 50 mIIar OP 1000000
L HIIaJ.-au danad .... Rp. 50 mUlar keatu OP 10000.000

ldalam rupiah)

STANDARHARGA SAl'lJAN TAHUNANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERnNGGI

lAMPIRANI
PERATURAN BUPAT) TABAlONG
NOMOR ~ TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

n



NO URAIAN SATUAN BeSARAN
(1) (2) (3) (4)

2.2 ...,.bIt IJaningf..... 08 810.000
2.3 Ketompok KeIjII PemIIIhan nBaranglJ ..
2.3.1 ~pok KeIjIIPwnIIIhan n Barangf.JaN IKOMtruksi).. NIIIII pagu pengad&ln d", a.d. Rp200 ju1l OP 110.000

b. NIIaIPIIIIU n d ... Rp200 jutli a.d. RpeOO ju1l OP I3I.GOO
c. NIIa!PllIIU penpclun d ... RpIIOO jutli a.d. Rp1 .... r OP MI.OOO
d. Nllalpagu n d ... Rp1 mllar a.d. Rp2,5 mlllar OP 1.1IU.OOO.. NIIaI.,..,u d ..... Rp2,5 milia, Ld. Rp5 milia, OP 1.231.000
f. Nllllipegu d ... Rp6 mlllar Ld. Rp10 mHIaf OP 1.381.000,. N.. lpafU dIdIs Rp10 ...., s.d. R,a IIIIIar OP 1.731.000
h. Nllalpagu n dt8ta Rp2S mlllar s.d. ItpIIO mIIar OP 1.I3I.GOO
I. Nllal pagu pengadlian d ..... RpI!OmiIIIIr s.d. Rp75 mIIu OP 2.031.000

Nilli PIIIIUpenpd •• n d ... Rp71SmUla,kMIas OP 2.231.000

2.3.2 .~ ......... n IJaningl ..... (Non Kont1rvksl).. NIIItI PIIIu n d ... s.d. Rp200 ju1l OP ".GOO
b. Nllelpagu dilltn Rp200 JutIi Ld. RDIIOOIubo OP 780.000
c. NHaIpagu dimas RpIIOCIju1l s.d. Rp1 miIIaf OP 120.000
4. NIIal peg" '*'II"'" dIIItMRp1 ...... l.d. Rp2,a ...... OP U40.ooo.. NlIaI!Nllu d .... Rp2,5 millar s.d. Rp5 mIIIIr OP 1.231.GOO

•• HIIII.,..,u dIItas R.,s mlMlr •. d. Ap18 mIIIIr OP ,.-..
III· NIIaI pagu ...... Rp10 milia, s.d. Rp2S miller OP '.73UOO
h. .... Ipegu d ..... Rp25mIiar ..d. RpIIO mlllar OP 1.135.000
I. NIIIlpagu dlatBltpIIO mila, s.d. Rp71 rniIIIIr OP 2.03l.000

NlIIIlPI!IIu n dIatM Rp71 milia, kIItM OP 2.236.000

2.3.3 KMompoII KeIjII PemOIhan Penpcleln Banlngf ..... Untuk ..... Konsu...., ..... Lalnnyll (Non KoMtruksl).. .,... 1pagu penoadun ..... K_ultnl sA RpIO juta OP 460.000
b. Nlal pagu n Jau ~ultaslltpIIO Jute s.d. Rp100 jute OP 410.000
Co .,...1 PIIIIV n ..... L.emnp ul.RptOOlute Of> _.GOO

"-'_~ ,- ,.........,.u_
d. s.d. Rp2l1C1jutli OP 4IO.GOO

.... ,pag .. ,- I....mnyllu_

•• s.d.RpIOOjute OP 100.000

1 ... ·'-

,- Il.IIIInyII u_
f. s.d. Rp1mIIIIr OP 720.000

I-_PIUU ,- '....'nnyllu_ .... R.
Ig· s.d. Rp2,1m111af OP 110.000I....._PIIIIU 1- I ....'nny.a_
h. s.d.RpemlIIar OP 1.010.000

"RI'pagu ,- I ...... ".". _ •._ •••_.

I. s.d. Rp10ml11ar OP 1.270.000
"lIIlpagU ,"'' I .... mnyaa_ "I' ._._

Il- &.d.Rp2ImIIIaf OP 1.$1IUIOO

I:;'';:'''' ,- '....'n..,.._
II. OP 1.710.000

I. NIIaIPIIIu penpclun ..... KonsuIMII..... L8lnnya dIata RpI!Omilia' OP 1.ttO.GOO
2A PEJABAT PEllERIKSA HA8IL PEI<ERJAAN (PJPHPI OS 210.000

2.5 PAltITlA.PEMERIKSA HASILPEKERJAAH (PfOHPIf-----
Nllal p8Qupengadaan d ..... Rp. 100 Jute s.d. Rp. 200 jute OP 200.000a,

f-----
I. NIaI pagu pekeljllanlpenpdun d ..... Rp. 200 Jute s.d. Rp. 100 jute OP 2AO.ooo

1-------
b. NIIaI pegu pebrlaanlpeng8llun d ..... Rp. IlOOJute s.d. Rp. 1 milia, OP _.000

--_ .._ ..
c. Hllal pegu pekeljllan/penfldlln dIItas Rp. 1 mIIIIr s.d. Rp. 2,& milia, OP 300.000

--- .
d. NIIa' pag" pekerJun/pengldlln d.... Rp. 2.lmiliar s.d. Rp. 5 mlllar OP 310.000

------ .. NIIa' pegu pebltunlpengsdlian d..... Rp. 5 mlllar s.d. Rp. 10 mIiar OP ".000
.._-

f. NiW p8Qu~n dIItas Ap.1& mlllar s.d. Rp. 25milia, OP 520.880

g. NIIII pegtt ~n dIIICIs Rp. 21 mIIIIr s.d. Rfl.1O mlRar OP 570.000

h. ""., PIIIU pekltjleniRengadMn d... Rp. I!O mlllar ,.d. Rp. 75 mJIiI!r OP 4!~,CM!O

,. NIIaIPIIIIUpebtjN.nlpengadMn dt.tn Rp.75 """'r • .d.Rp. 100mIIIar OP 750.000
- -

3
HONORARIUM~TORJPEEAWAACARAIPANIT1A

3.1. HononIrium Nal'lSUIIIbIr1Pembah.... bat Setlngkat
OJ 1.700.000

tNegarII Lalnnya
b. KepaIa DMrahlPljabat Setlngkat OJ 1.400.000

IKepeia ;Setlngkat l8lnnyll yang d ...... kan
Co Pejabat EuIoftMylng d..... kan OJ 1.200.000

d. lP1tJabat EuIon IItyang dlHtafUan OJ 1.000.000
e. IPeJabit &lion.ka blnlrahlpngdlMtarakan OJ 100.000

U. Honorarium IIIodemor OK _.000

3.3. HonorarIumPImbNII,,",ra OK 280.000
3.4. ~hIIItiI

I. ung"_' OK 410.000
b. I~KIb&I OK 400.000

(da...... rupllh)

n

n



(...... Npiah)

NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1) (21 (3) lot)
4. HONORARIUII11MPELAKSANAKEGIATANDANSEKRETARlATTIll PELAKSANA

KEGIATAN

".1. Honorarium TIm P8Iaksana Keglatlln
4.1.1. Vlng DillNpbn OWl Bupd

I. Penoarahl~ OS 1.210.000
b. Pene.... ngJ..,.iI OS 1·000.000
c. KetwI OS 110.000
d. WlkIIKeCua 08 710.000.. SeknIta.... 08 100.000
f. Anggota 08 1IMI.oo&

4.1.2. V-na DiIINpbn 0I0th SeknIta .... DtIerIh
I. P1IngIr'IhI hmbInII 08 710.000
b. Penlnggung ..... b OS 700.000
c. KeIuI OS 110.000
d. WlkII KeIuI OS 100.000
t. SeknIta.... 08 100.000
f. AnaotI OS 100.000

4.2. Honoranum Seknltartlt TIm Ptlakunun ~1Itan

4.2.1. Y-na DiIItIpkin OWl SIlk........ DIe .. h
I. KetullWlkll Ketua 08 22S.ooo
b. lAnggoa 08 200.000

I.
HONORARIUII PI!IIBERI KETERANOANAHUISAJ(ill AHLI, SAKai DANHRACARA

5.1. ~ ICMIrMpa ARIII Sakal AhIl OK 1.100.000
1.2. Honorarium PtIrIMrI KttwlnglnI SIksI OK 1.100.000
1.3. HonorIrtum a.r.c- OK 1.1•. _

I. HONORARIUM NON PEGAWAI MEGER! SIPIL

1.1.
T.... KonIrIk dentin PeflIn.llln KtIjI dengln KIIsIfIItnI Umum

.. a.tpMn 08 UOO.DOO
b. SapIr 08 1.000.000
c. ... Kebetsillan 08 1.000.000
d. Pl'llmubUtl OS 1.100.000

1.2. T.... KonIrIk dengIn PttjInJIan KtIjI dengln Keahliln Khusus
L T....... ~ OS Uoo.ooo
b. 0penI0r SW</I..PSE OB 2.000.000

c. 0perIt0r Khusus AptIIIaI 11MPKB OB 2.000.000

d. Pengufl KendI,..n BennoIor TU OS 2.710.000.. PtmbIIntu Ptngujl OB 2.000.000

f. Petups Sunray IIiIIINII'II TttIekomunlka.l OS uoo.eee
~. AMIII~~AhK~PeageIoIa~B3 08 2.700.000

h. PetugIs Angkutan Dlshub OB 2.DOO.ooo
L SItpoIPP OB 2.000.000

~. PIItuga~ OB 2.000.GOO
k. Pttugu DtAlllncllri Ptngan OB 2.000.000
I. TetIIIII Tekn.BlUng Hukunl OS 2.000.000
m. Petugn Ptnyuluh LaPllnganKopeI'IIsI OB 2.000.000
n. ()per'atDr AIatBerat OB s.ooo.ooo
o. Helper Opemor AlIt Befit 08 3.100.000
p. ~ AIIIt PeIIyepu o.bu JeIIIIt OS 2.7• .oao
q• ......,. OS 4.GOO.ooo
r. .............. n'" OS 2.100.000
I. DoktiM" InIMndt 08 2.100.000
t. T.... KIIMhItIn dNnIlI ~n:

• DoIIterUmumlGIgI OS 1.000.000
.~ 08 3.100.000
·~n QB 1.1!QO.QQI)
• PeI'llWdP ___ Gigi OS 1.000.000
• NtIITtIc. lAb. Medlk 08 t.lOO.OOO
·M ....... Ion.. OS 1.800.000

,"nlta""n 08 1.I011.eee
........... 1IIed1ll OB 1.800.000
.RIdIog ....... 08 1.100.000



NO URAIAN SATUAN 8ESARAN

(1, 12, 13) 14)
u. Ten.ge KeMh4lCllndMnih Terpenc;(I:

•Dohtr u.-vG1g1 OS 7.000.000

•ApoIiIker OS 7.000.000

• Bldan OS 6.000.000
• Perew.WerawM Olgl OS 4.000.000
• AIIIl Tek. Lab. Medlk OS 4.000.000
• NutrtlllonIiI OS 4.000.000
·San...... n OS 4.000.000
·~1Ied1k OS 4.000.000

7. HONOfWUUM ROHANIWAN
I. Rohan"'n OK 21O.GOO
b. Klum OS 400.000
e. KhotibIImIm OK 400.000
d. BlllIIIIuIIzIn OK 200.000

•• ~h Lobi KIO'-"" rutin OK 100.000
f. ;Penc:enlmah Acara IiIfWItu OK 2.000.000

8.
HONORAR1UMTW PENYUSUNANJURNAUBULET1NIIIAJA1.AHElOLA
TEKNOLOGIINFORIIABIIPENGELOLAWEBSfTV LPPL

8.1. Honcnrtum TIm Penyusulllln Jumal
L ~IHIIII""'" Oller 400.000
b. R.. llbIr Oller 300.000
c. P....yuntinglEdilior Oller 2IO.GOO
d. Dealin Orafts Oller 180.000.. FoIDg"'" Oller
f. $ekmlNt Oller 1~"

g. P.mbuIt ArtIkei PetHIlMIan 100.000

1.2. Honcnnum TIm fJenyusunan BulltinlM8j8lah

I. Penlnggung JIwIIb Oller 400.000
b. R4Idft1ur o.r ..GOO
c. PenyuntinglEdllor 0Iar 210.000
d. DeNIn GratIs Oller ,....... FOIDg"'- 0Iar
f. SekretaNt Oller 180.000

g. ......~~ ..... ~~n 110.080

8.3. Honol'llnum TIm PengeIoIa TeknoIogllnfunMal

I. Penanggung ..... b OS 100.000
b. R~r OS 410.000
c. Edllor OS 400.000
d. w.bAdmln OS 310.000.. Web [)eyIIoper QB 300.000

f. Pembuat ArtIkei ..... Hallmln 100.000

g. Admin SJst.m Informlal UIDAISIPDlSIIIOAJI OS 1..100.000
h. Admin ..... s--..~I Sui'll K~ Online OS 1.000.000
l BIdaIng anV ....... OS 100.000

8Idang lapnan 10penIe0r 08 100.000
8.4 tfonoqrtu", LPPL

I. Kaulo.w.n OS 2.198.eee
b. AntIgobI DewanPeng_ OS 2.000.000
c:. K.".aa _!un TV Tibliong OS 4.000.000
d. ~ Staalun Radio SuIi'll Tibiiong OS 2..1OO.DOCI... _ -,--.. Jumalla TV Tlbliong OS 3.000.000
f. Tekn~ TVTlbIlong OB 3.000.000
g. &tpport TVTibliong OS 2.4100.000

I. HONORARIUMPENYELENOGARAUJIAN

1.1. HoncnI1uln hnyelengglra UJlln nngut Pendldiluln o.ar.. ~n MlUPenIbuat Bahan Ujlan ....ubI 110.000Pelaial'lln
b. p"-up.n OH 2AaGOO

c. ~kaa Hull Ujlan SIswaI 5.000IIItI Ullan
1.2. ~'" Penyelenggal'll Ujlln nngutPendldlluln ~h

I. ~n _u PeInbuat a.han UJlln NalIuIhI 110.000........n
b. ~UJlan OH 270.DOCl

~ HasiI UJIan
SIa_

7..100c. IIItIUjIan

n

lalem rupiah)



NO URAIAN SATUAH BESARAN

(1) (2, (3) (4'

10.
HONORARIUMPENUUSANBU11RSOAL11I'1GMTPROVINSllKABUPATENIKOTA

10.1. Hononirium Panyusunan Butir So8I 11ngludProvinallK.bupOlnlKeta hi'Butir 100.0005081

10.2. Hononlrium Tltluh 508111ngkatProvlnsllKabupatanlKOIa

T.... h MI1Ieri5081 P..-Butir 46.000•• Soal

b. Te"ah Bahala Soa'
Per Butlr 20.000
SoIlI

11. HONORARIUMPENYELENGGARAANKEGIATANPENDIDtKANDANPELA11HAH
(DlKLAn

11.1. Honorarium Pencelllmah OJP 1.000.000

11.2.
Hononlrtum PengeJaryang beraNl dart .... m satuen ketj. perangkat daerah OJP 300.000penyelengganl

11.3.
HonOl'llrtumPengajar yang beniul dari .... m satu.n ketja perIInglud d.. lllh OJP 200.000penyelenggalll

11.4. HonOl'llrtumPenyusun.n Modul Dlklat Perllodul 5.000.000

11.11. HononIrtum Panltia Penyelengg'nI Keglatan Dllliat

I. Lama DlkIIt • .d. 5 hart:
1, Penanggung Ja_b OK 4&0.000
2) KetuaIW.kU Ketua OK 400.000
3) S.llIwtalis OK 300.000
4)Anggeta OK 300.000

b. Lama Dlttlat I •.d. 30 half:
1) Penlnggung ~b OK IIT5.000
2) KetualWlkll K.... a OK Il00.000
3) 8ekl'lllaris OK 4&0.000
4)Annc* OK .... 000

c. Lama DNtJatleblh dart 30 half:
1)PenlnggUng Jawab OK Il00.000
2) KetualWuU K.u.a OK 800.000
3) Sekl'lllaris OK too.OOO
4.Anggota OK too.OOO

12. HONORARIUMTIMANGGARANPEMEfUNTAHDAeRAH

12.1. Hononlrium 11mAnggaran Pemerlntah Daerah

•• Pembina OB 3.soo.ooo
b. Pang'nlh OB 3.000.000
C. Ketul OS 2.500.000
d. W.kUKetua OS 2.000.000.. SekNtaril OS 1.500.000
f. Anggota 08 1.300.000

12.2. Honorartum Seltretartat11m Anggallln P_rtntlh oaanlh

I. KMue OS 1.000.000
b. Sekretalis OB Il00.000
c. AnggOtli OS Il00.000

13. HONORARIUMTIMPENYUSUNL.APORANKEUANGAHPEMERINTAHOAERAH

13.1. HOOOI'IIrtum11mInII.. Pembina OK 3.soo.000
b. Pengarah OK 3.000.000
c. Ketua OK 2.500.000
d. Wakll Ketua OK 2.000.000

e. Seknltarls OK UOO.OOO
f. AnggolB OK 1.300.000

13.2. HonOlllrtum Sekrelarlal

I. Ketua OS 1.000.000
b. Sekretaris 08 900.000
c. AngliOtli 08 Il00.000

(d... m ",pI.h)



ANANG SYAAHFIANI

.. ~j QJ 10~
b. I OJ ,,....
Co • OJ 17....
d.. IV OJ 21.-

11.2 I.WIG~&.-.. DfMII 21.000

]

·,
NO URAIAH SATUAM BEIAItAN

C1) C2) (3) 14), ,,. HONClftARiuiiniiiKUUiiUiiiAii ~ rut.-=.::.,~ ~~ ~a~,.., ~~ .......... ~~).. ~ OB I,GIO,OOCI
b. ....K-. OB s.ae.-
Co AnfIII*I OB .........
SeIu'IaftIIt F~.. K-.. OB t.,2lO,OOO

b. WIIIdI~ OB 1.000.000
Co IAneIc* OB 7.,-

--
14.2 ._~~~~).. KMaIII OB ,'-'-

b. 1Ana8* OB 710.-
~FoItI __.. ~ OB _,GIG
b. I~ OB --,. SA1UMe_VAUAMQ IMaCK PEGMWtIEOEAI ..... ._,

1L1 I................. Ott ..=-~~----;a:~., !~ ~~IPIn.I"'cI".III1_)
-- -- - ._.

... Ott ..---



n

(4a1am rupiah)
NO URAIAH SATUAN SlAYA TA 2021
(1) (2) (3) 14,

I I
1 SA JUAN SIA YA OIKLA T PlIIPlNANfSTRUKTlJRAL

I
1.1 Diklat PIrnpirwt Tk. II PeseItaIAngkalal 30,261,000
1.2 Diklat Pimpinan Tk. III PesenatAngkalal 22,125,000
1.3 Diklat PirrcIinan Tk. IV PesenatAngIl8lan 20230,000

I
2 SATUAN BIAYA LAnHAM PRA.lABATAN

I
2.1 :,-" ~~ I dan Goiongan II Pesef1aIAngklUn
2.2 III PeseItaIAngIuJal 5,545,000

I
3 SATUAN SlAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GElARINON

GELAR DAL.AM NEGERt
3.1 ,Proo;11m Diploma I Ill, dan Diploma IVIStnIIa t

a. BIBya Hidup dan Blaya a I
- DioIomB I dan DIDIomB III aT 16,070,000
- Diploma IV dan S1rata 1 OT 17,010,000

b. Uangbuku dan nIferansi per tafu1
-Oiplomal aT 1,330,000
- Diploma III aT 1,590,000
- Diploma IV dan S1rata 1 aT 1,850,000

3.2 IPro! rwn StnIta 2ISP-1 dan StnIta JlSP-2
a. BiBYII Hidup dan Blaya

- StanIt8 2 dan SpesiaU. 1 aT 20,690,000
- StaraIa 3 dan SJ)eSialls 2 aT 21,320000

b. lUangbt*udan referensj per taIu1
- ~ 2 dan Spesialis 1 OT 2120,000
- S1a'ata 3 dan SpesiallS 2 aT 2,380,000

4 SATUAN SlAYA KONSUIISJ RAPATIPERTEIIUAN
I

4.1 RAPATIKOORDINASIII"ERTEMUAN nNGKAT BUPATI
a.l~ 85,000
b. JKudapan (Snack) 25,000
I

.!!__ RAPAT KERJAIKOORDINASIIPERTEMUAH nNGKAT
KABUPATEN
a. ~ <PresmInInI OranglPorsi 45,000
b. r.takaIwI (nasi kotak) 35,000
c. IKudapan (Snack) 20,000

.Q_ RAPAT KERJAl!<OORDINASIIPERTEMlJAN nNGKA T
SKPDo'KECAMATAN
a. I~ 25,000
b. IKucIapan (SnacIc) 15,000
I

5 SATUAN SlAY" KONSUIISI TAIIU
I

5.1 Bupati PerBullln 3,000,000
5.2 Wakil Bupati PerBulan 2,500,000
5.3 SekreIInII o-ah PerBulan 11,500,000
5.4 DInas, Bad8n, I Sekwan PerBulan 1,500000
5.5 Ka1tor, Kecanatan, RSUD PerBullln 500,000
5.6 ~ PerBullln 500,000
5.7 ....'IIla Men!tlHIlIaBiNI'MImB Tamu PerBullln 500,000

n

STANDARHARGA SATlJANTAHUNANGGARAN2021
YANGBERFUNGSI SEBAGAI ESBIASI

lAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 3l\ TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUANTAHUN ANGGARAN 2021



ANANG SYAKHFIANI

ltd
BUP~nTA~ONG,

7.1 ~ 8ermaIor'TIfUl2006 lie ~
II. ~ PtIiIIDIII ....... UnlfTIfUl 53000,000
b. ~RodII6 UniIIT .... 30,000,000
c. K~ 1~ (Double GeIUen) UniIITIfUl <10,500,000
d. K~RodII4 UnIfT.... 37,000,000
II. ~RodII2 U'II/T1fUl 4,000000

7.2 ~ e.maIDrT .... 2005 lie .... ~,......N1g1r8 lM*IT.... 46,500000
b. ~~6 1.lNIT ...... 21000000
c. ~ IIA&WIDIn(DoubleGMJin) UnIfT.... 38.500,000... ~_..-=~~ UniIITIfUl 33500000...
e. ~Roda2 lkiIIT .... 3,500,000

• SATUAN &&AVAPEIII!l.JHARMN SARANA KANTOR
I

8.1 Per'IIIIIIII 1- 1AliIfT.... 1.000.000
8.2 ....... UnIIIT .... 4715,000
8.3 SeIwr UnlfTIfUl 2000000
8.4 UPS lkiIIT.... 350000
8.5 AC SpIll UniIIT .... 750000
8.8 AC S1IniIng lM*ITlfUl 1.2!50.000
8.7 ., F'*-PY Ull/TIIIul IODO,OOO
8.8 G1rwe15Kv LWitlIliu! .-.."""•",,;;,w,t,JItN

8.8 G1rwe145 Kn UnlIT.... 18000000
8.10 GeneeI eoKva Ull/TeIUI 22500000
8.11 G1rwe115OKIIII UniIIT .... 24,000000
8.12 Gel..c200KVII UnIIIT .... 30000,000

!
8 IlATUAH &lAYA PEIIIEL.IHMAAH OEDUNGIBANGUNAN KANTOR

I
8.1 10edIn!Bri1gUI PfKM2fTeIuI '75.000
9.2 iGeckrGTldIIk ~ PwrM2lT ...... 120.000
9.3 ......,_, Geduna K...a PwrM2lT ...... 11.000

I
1. SATUAN &&AYASEWA IIIESIN FOTOKOPI

10.' a.te.ln ~.-....og ~ 3.Il00000
10.2 MIIeIn FaIOIcoP DIgbI ~ 5,000000

I

u..-"f~'
NO URAIAN SATUAH BlAVA TA 2021
(11 (2) [S) (4)

I I• SATUAH ~VA PEHGADMN BAHAN IIAK.'NM
I

6.1 P..... RumaII SIIIdt
II. ISuperVlP OH ge,ooo
b. VIP OH 93,000
Co Kelal OH t2400
d. Ketal! OH 91200
II. K_III OH 90,000
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ANANG SYAKHFIANI

BUPATI TABALONG,

*) Surat pemyataan tanggungjawab mutlak beserta data dukung dilampirkan
pada saat asistensi RKASKPD

**) Diisinama kegiatan yang MenjadiStandar BiayaMasukan.

NIP / .

........................................................................................................................

Pengguna Anggaran j Kuasa Pengguna Anggaran

...... .. .. .. .. .., ..

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,

efisien, efektif,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang bertanda tangan dibawah irri, saya selaku Pengguna Anggaranj

Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab

penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Harga
Satuan **) di luar
Standar Harga yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong

~ ..

Kodedan Nama Satuan Kerja :
Kodedan NamaKeziatan

if...:) •• ----

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK *)
NOMOR: .

LAMPlRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 3"1TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2021

n



2. Honorarium PengadaanBarang/.Jasa
2.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PAlKPA untuk mengambil keputusan dan/ atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja
daerah, untuk itu diberikan honorarium orang perpaket yang
dianggarkan pada Belanja Modal berkenaan.

2.2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

1. Honorarium Penanggung Jawab PengelolaKeuangan.
Honorarium diberikan kepada:
1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)atau Pengguna Anggaran

atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
1.3. Staf administrasi;
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab
pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran lDPA),
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. PAbertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangarr/Kegiatan

pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
b. PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
KPAdengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jurnlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali,
dan Iatau pertimbangan objektif lain;

c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DPAdapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan
jumlah DPAyang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana
yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut
dibebankan pada masing-masing DPA.

d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk staf administrasi
maksimal 2 (dua) orang, khusus untuk kegiatan Administrasi
Perkantoran PPTK hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Staf
Administrasi kegiatan;

e. PAl KPAmaksimum menerima honorarium sebanyak 7 (tujuh) kegiatan,
PPTKmaksimum menerima honorarium sebanyak 4 (empat) kegiatan
dan Staf Administrasi Kegiatan maksimum menerima honorarium
sebanyak 3 (tiga)kegiatan pada masing-masing SKPD;

f. PAjKPAjPPTK dan staf Administrasi kegiatan menerima honorarium
maksimal 10 (sepuluh) bulan darr/ atau sesuai dengan kebutuhan waktu
pelaksanaan kegiatan;

g. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

h. ASN yang ditunjuk sebagai PPTK tidak boleh merangkap sebagai staf
administrasi pada kegiatan lain.

1. Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya diberikan
maksimum 3 kegiatan.

PENJELASAN
STANDARHARGASATUANTAHUNANGGARAN2021
YANGBERFUNGSISEBAGAIBATASTERTINGGI



3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia
3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan)
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:
1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat; atau
2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
dan/ atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber /pembahas.

3.2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barangjjasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium KelompokKerja Pemilihan Pengadaan Barang/dasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barangj jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangjjasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Honorarium Pokja Pemilihan untuk pengadaan selain belanja modal
dianggarkan pada kode rekening belanja pegawai di kegiatan yang
berkenaan sedangkan untuk pengadaan belanja modal dianggarkan
pada kode rekening belanja modal berkenaan.

2.4. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada ASNyang diangkat oleh PA/KPAuntuk
memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya.
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per bulan
dan dianggarkan pada kode rekening belanja pegawai di sekretariat
Perangkat Daerah. Honorarium tidak diatribusikan kedalam Belanja
Modal.

2.5. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Peketjaan.
Honorarium diberikan kepada ASNyang diangkat oleh PA/KPAuntuk
memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya.
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan
selain belanja modal dianggarkan pada kode rekening belanja pegawai
di kegiatan yang berkenaan sedangkan untuk pengadaan belanja
modal dianggarkan pada kode rekening belanja modal berkenaan.

2

n



3.3. HonorariumPembawaAcara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil
negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang
minimal menteri, GubemurjWakil Gubemur, BupatijWakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota, danIatau pimpinan anggota DPRD dan
dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

3.4. HonorariumPanitia
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
Iuar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau
masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, Iokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium palingbanyak 4 (empat)orang

4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat
daerah, pengaturan batasan jumlah timyang dapat diberikanhonorarium
4.1. HonorariumTimPelaksanaKegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati apabila
mengikutsertakan instansi pemerintahdiluar pemerintah daerah atau
Sekretaris Daerah apabila antar satuan kerja perangkat daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagaiberikut:
a. mempunyaikeluaran (output)jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatifuntuk tim pemerintah daerah:

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion,
dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan)
Honorariummoderatordapat diberikandengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara;atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggarasepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari Iuar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggaradan I atau masyarakat.

3
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6. HonorariumNonPegawaiNegeriSipil
Honorarium Upah yang diberikan hanya kepada Non ASNyang ditunjuk
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
a. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan upah sebanyak

satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;

5. Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Pemberi Keterangarr/Baksi dan
Beracara
5.1. HonorariumKeteranganAhliatau Saksi Ahli

Honorarium keterangan ahli/ saksi ahli diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi
atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan darr/atau persidangan di
pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli
dapat memberikan honorarium dimaksud.

5.2. HonorariumPemberiKeterangarr/ Saksi
Honorarium yang diberikan kepada saksi untuk menunjang dan
memperlancar penanganan perkara Perdata atau Tata Usaha Negara
dalam rangka menguatkan argumen atau alasan hukum terhadap
perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Honorarium diberikan
untuk tiap saksi setiap persidangan.

5.3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk
beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau
tunjangan tambahan.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;

e. dilakukan secara selektif,efektif,dan efisien.dan/ atau
f. pembentukan tim diperintahkan oleh peraturan perundang

undangan.
4.2. HonorariumSekretariat TimPelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. paling banyak 7 [tujuh] orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan
tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi
suatu satuan kerja perangkat daerah.
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7. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan, kaurn, khotib, hila! dan penceramah.

8. Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi
Informasi, dan Pengelola Website
8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurna!

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umurn, pelaksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan
berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang
topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.
Untuk honorarium admin Sistem Informasi diberikan kepada ASN
yang mempunyai tanggungjawab dalam hal pengelolaan sistem
informasi manajemen (SIM) atau server yang diperuntukkan untuk 1
(satu) orang.

8.4. Honorarium LPPL(Lembaga Penyiaran Publik Lokal).
Honorarium diberikan kepada ASN/Non ASN dalam rangka
mendukung Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)yang diberikan
per bulan.

9. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil
ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten
diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusun soal yang
digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian
akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil riegara, dan soal untuk
penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang
mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai
dengan kewenangan pemerintahan daerah.

b. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian kerja untuk membayar
iurarr/premi jaminan sosial, maka upah Satpam/Wakar, Sopir, Petugas
Kebersihan, Pramubakti dan tenaga teknis ditambah iuran/ premi
jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku dengan besaran 3% (tiga
persen) dari gaji yang diterima;

c. bagi SKPD yang sudah ada sopir dengan status ASN maka tidak
diperkenankan mengangkat Pegawai Tidak Tetap; dan
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11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan
pelatihan
Honorarium pamtia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yang me1aksanakan fungsi tata usaha
pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan berjalandenganbaik denganketentuan sebagaiberikut:

11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,
honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.4. HonorariumPenyusunanModulPendidikandan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk .pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:
a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas

kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan;dan

b. satuan biaya im diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempumaan modul
pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan
palingsedikit 50%(limapuluh persen).

11.2. HonorariumPengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara.

11. HonorariumPenyelenggaraanKegiatanPendidikandan Pelatihan
11.1. HonorariumPenceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah
yang memberikanwawasanpengetahuan darr/atau sharing experience
sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan
dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan
ketentuan sebagaiberikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
perangkatdaerah penyelenggaradarr/ atau masyarakat;atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggaramaka diberikan honorarium
sebesar 50%(limapuluh persen)dari honorariumpenceramah.
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Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan .a
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.
Honorarium Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Honorarium tim penyusun Laporan Keuangan Pernerintah Daerah dapat
diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan
Bupati.
Honorarium TimKoordinasi Bidang Politik,Hukum dan Keamanan.
Honorarium hanya diberikan kepada Timyang melibatkan minimum 3 SKPD
yang bertugas memberikan masukan/kegiatan bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Pengawasan untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dalam bal SKPDmeiaksanakan fungsi Koordinasi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Pengawasan dapat merujuk
kepada tarif ini dengan s= tim menyesuaikan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan y berlaku.
Satuan Biaya Snack ASNdan . . tidak tetap.
Snack diherikan kepada Asf 4MI Pegawai tidak tetap yang dihitung
berdasarkan jumlah hari 114411'"terja, pengalokasian dana dalam RKA
SI{PO paling banyak per pega-.e ~2 [dua puluh dua] hill dalwll 1 (satu)
bulan. Satuan Uang snack ini InerUpakan batas tertinggi dalam penyediaaan
snack pegawai negeri sipil.
Satuan BiayaUang Lembur dan Uang Makan Lembur.
Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN yang melakukan kerja
lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan
setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua)jam secara berturut-turut dan
diberikan maksimal 1(~ IIali per hari.

13.

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensinya;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
~•• _ .. ~. __ •• .L~. __ 1__ .__ .1__ .__ .. _!_. __ ~ _1 ... r_l_ ...~__~.__ ......_......1_1 _

memperurnoangxan ensiensi aan erexuvnas peiaxsanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah

panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima)menit

7


